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ABSTRACT 

Faizul Kamal, 2023. Pandangan Non Government Organization sebagai Agent 

Control dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa Timur 2023. Studi Penelitian 

tentang NGO dan Tata Kelola APBD. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

Kata Kunci : Pandangan, Non Government Organization, FITRA JATIM, APBD  

 

 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis pandangan 

FITRA JATIM sebagai Agent Control dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa 

Timur 2023 serta Faktor Penghambat dalam Tata Kelola APBD Provinsi Jawa 

Timur 2023. Dengan APBD menurut PERDA murni berjumlah lebih dari 30 Triliun 

serta Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang mempunyai Middle Income tinggi 

namun, tingkat kemiskinan masih tinggi, masih terdapat penyalahgunaan anggaran 

daerah yang tidak sesuai dengan prinsip penggunaanya. Hal ini menunjukan masih 

terdapat persoalan yang perlu mendapat pengawasan dalam hal ini FITRA JATIM 

sebagai NGO yang mempunyai fokus terhadap anggaran melakukan usaha-usaha 

transparansi dan advokasi anggaran guna menghasilkan tata kelola APBD yang 

baik. 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Power Cube (Kubus Kekuasaan) 

Jhon Gaventa dimana FITRA JATIM dalam kekuasaan berada pada kekuasaan tak 

terlihat dan kekuasaan ruang yang diciptakan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah FITRA JATIM mempunyai posisi dan 

peranan dalam kekuasaan sebagai kekuasaan yang tak terlihat yang dimaksud 

adalah FITRA JATIM melakukan usaha membangun kesadaran dan berkontribusi 

menciptakan ruang-ruang untuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi Tata 

Kelola APBD Jatim 2023. FITRA JATIM memandang bahwa Transparansi antar 

Lembaga dalam Tata Kelola APBD kurang berjalan dengan baik, kurang nya 

akuntabilitas dalam penggunaan APBD dan kurangnya komitmen serta 

keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur 

menjadi hamabatan dan masalah dalam pandangan FITRA JATIM. Kemudian 

kurangnya transparansi serta komitmen dalam pelaksanaan Tata Kelola APBD 

menjadi faktor yang penghambat yang perlu diselesaikan. Beberapa hambatan 

dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi 

Jawa Timur muncul dari pihak internal, termasuk pemangku kepentingan. 

Hambatan tersebut mencakup kurangnya komitmen mereka terhadap prinsip-

prinsip pengelolaan APBD yang baik, minimnya edukasi kepada masyarakat 

mengenai APBD, serta kurangnya transparansi antar lembaga yang berdampak 

pada proses pengawasan, pelaksanaan program, dan evaluasi. 
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ABSTRAK 

Faizul Kamal, 2023. "The Perspective of Non-Governmental Organizations as 

Agents of Control in the Governance of the East Java Provincial Budget (APBD) 

in 2023." A Research Study on NGOs and APBD Governance. Thesis for the 

Political Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

 

Keywords: Perspective, Non-Government Organization, FITRA JATIM, APBD 

 

 

The problem addressed in this research is to analyze FITRA JATIM's perspective 

as a Control Agent in the Governance of the East Java Provincial Budget (APBD) 

in 2023, as well as the Inhibiting Factors in the Governance of APBD in East Java 

Province in 2023. The APBD, according to local regulations (PERDA), amounts to 

more than 30 trillion rupiahs. Despite being a region with a high middle-income 

level, East Java Province still faces a high poverty rate and experiences 

misappropriation of regional budgets that do not align with their intended purposes. 

This indicates that there are still issues that require oversight. In this context, FITRA 

JATIM, an NGO focused on budget transparency, engages in advocacy efforts to 

promote sound APBD governance. 

The research methodology employed in this study is a qualitative and descriptive 

approach, using data collection techniques such as interviews and documentation. 

The theoretical framework used in this research is John Gaventa's Power Cube 

theory, which situates FITRA JATIM within the realm of invisible power and the 

spaces it creates. 

The findings of this research indicate that FITRA JATIM plays a role in the realm 

of invisible power. This means that FITRA JATIM is engaged in efforts to raise 

awareness and contribute to creating spaces for community participation in 

monitoring the governance of the East Java Provincial Budget for 2023. FITRA 

JATIM perceives that transparency among institutions involved in APBD 

governance is lacking, there is a deficiency in accountability in APBD utilization, 

and there is a lack of government commitment and bias towards the welfare of the 

people in East Java, which serves as obstacles and issues in FITRA JATIM's 

perspective. Several challenges in managing the Regional Budget (APBD) in East 

Java Province arise from internal parties, including stakeholders. These challenges 

include a lack of commitment to good APBD management principles, insufficient 

education about the APBD to the public, and a lack of transparency among 

institutions, which impacts the supervision, implementation of programs, and 

evaluation processes. 
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